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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2017

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

2. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

3. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.

4. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.

5. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut dengan CK-1 adalah
dokumen cukai yang digunakan Wajib Pajak Rokok untuk mengajukan permohonan pemesanan
pita cukai hasil tembakau.

6. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok produsen dan importir rokok yang memiliki ijin
berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin
untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir
barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.

8. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak Rokok serta pengawasan penyetorannya.

9. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah dokumen yang digunakan
untuk melakukan pembayaran Pajak Rokok ke rekening kas negara.

10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran
penerimaan negara bukan pajak dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak,
cukai dalam negeri, dan penerimaan Negara bukan pajak.

11. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran
penerimaan Negara.

12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera
pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.

13. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran
penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank.

14. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran
penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

16. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum
Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian /Lembaga.

21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas penerimaan Pajak Rokok.

23. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan
pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

24. Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen
sebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat rincian jumlah pajak rokok per provinsi dalam
periode tertentu.*)

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyetoran Pajak Rokok atau
pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi berdasarkan SKP-PR atau
pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.*)

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban Rekening Kas Umum Negara berdasarkan SPM.*)

28. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.

29. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang
diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN
dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

30. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy
yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

31. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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32. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat
SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM Pengembalian
Penerimaan.

33. Dihapus.*)

BABII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 2
(1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
(2) Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
(3) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).
(4) Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan
Cukai Rokok.
Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Rokok
Pasal 3

(1) Wajib Pajak Rokok menghitung sendiri Pajak Rokok yang dituangkan dalam SPPR.

(2) Wajib Pajak Rokok membuat SPPR sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
b. Lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
¢. Lembar ke-3 untuk Bank/Pos Persepsi.

(3) Wajib Pajak Rokok menyampaikan SPPR kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan
penyampaian CK-1.

(4) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau
dalam bentuk data elektronik.

(5) Format SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3).
(2) Penelitian terhadap SPPR meliputi:
a. kelengkapan dan kebenaran pengisian SPPR;
b. kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1; dan
c. kebenaran penghitungan Pajak Rokok.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(3) Dalam hal hasil penelitian terhadap SPPR telah sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan nomor
pendaftaran pada SPPR dari Buku Bantu Pajak Rokok.

(4) Dalam hal hasil penelitian terhadap SPPR ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan
Cukai menerbitkan Nota Penolakan.

(5) Format Buku Bantu Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Format Nota Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5§

(1) Wajib Pajak Rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran Cukai
Rokok ke kas negara.

(2) Pembayaran Pajak Rokok dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir
SSBP.

(3) Pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode Bagian Anggaran 999.99 dengan akun Penerimaan
Non Anggaran.*)

(4) Wajib Pajak Rokok membuat SSBP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai
berikut:
a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok;
b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
c. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
d. Lembar ke-4 untuk Bank/Pas Persepsi.

(5) Dalam hal Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, pelayanan atas CK-
1 tidak dilaksanakan.

(6) Format SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok ke Bank/Pos Persepsi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara penyetoran
penerimaan negara.

Pasal 6
(1) Wajib Pajak Rokok menyampaikan lembar ke-3 SSBP yang telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP
dan tanggal serta dibubuhi cap dan telah ditandatangani oleh pejabat/petugas Bank/Pos Persepsi
yang berwenang kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Berdasarkan lembar ke-3 SSBP, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas setoran Pajak
Rokok yang dilakukan oleh Wajib Pajak Rokok.
(3) Penelitian atas setoran Pajak Rokok meliputi:
a. kelengkapan dan kebenaran pengisian SSBP;
b. kesesuaian data antara lembar ke-2 SPPR dengan lembar ke-3 SSBP; dan
c. kebenaran penghitungan dan kesesuaian jumlah Pajak Rokok yang tertuang pada SPPR dengan
jumlah uang yang disetorkan.
(4) Dalam hal hasil penelitian atas lembar ke-2 SPPR dengan lembar ke-3 SSBP terdapat
ketidaksesuaian, yang menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran Pajak Rokok, maka:
a. Pejabat Bea dan Cukai menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya
pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai; atau

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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b. Pejabat Bea dan Cukai tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya
pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan
pembayaran cukai.

(5) Dalam hal Pajak Rokok belum dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5),
maka Permohonan Penyediaan Pita Cukai untuk kebutuhan bulan berikutnya tidak dilayani.

(6) Dalam hal hasil penelitian atas lembar ke-2 SPPR dengan lembar ke-3 SSBP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Kantor Bea dan Cukai melakukan penatausahaan penerimaan
Pajak Rokok berdasarkan SSBP lembar ke-3.

(7) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok kepada
Direktur Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara manual atau melalui sarana elektronik
dalam bentuk ADK paling lambat pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya.

(8) Berdasarkan penyampaian laporan penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Direktur Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan rekapitulasi dan menyampaikan
daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya kepada Direktur Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan secara manual atau melalui sarana
elektronik dalam bentuk ADK paling lambat pada hari kerja kelimabelas bulan berikutnya.

Pasal 7
Penatausahaan, pelimpahan, dan pelaporan penerimaan Pajak Rokok pada Bank/Pos Persepsi dan
KPPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara
penyetoran penerimaan negara.

Bagian Ketiga
Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 8

(1) Dalam hal ditemukan adanya kekurangan Pajak Rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai
yang menyebabkan kurangnya Pajak Rokok atau tidak dilunasinya Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan Surat
Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok.

(2) Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok disampaikan paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah ditemukannya kekurangan Pajak Rokok.

(3) Format Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 9

(1) Wajib Pajak Rokok, wajib melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.

(2) Dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor
Bea dan Cukai menyampaikan surat penyerahan kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(3) Tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal stempel pos
pengiriman, tanggal faksimile, atau media antar lainnya, dan tanggal pada saat Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok diterima secara langsung untuk Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang dikirim secara langsung.

(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberitahukan kekurangan pembayaran Pajak Rokok
berdasarkan surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

(5) Gubernur menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang
disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
PENYETORAN PAJAK ROKOK KE REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Pejabat Perbendaharaan

Pasal 10%*%)

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah PA atas penerimaan dan penyetoran
Pajak Rokok.

(2) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melaksanakan
fungsi PA atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.

(3) Menteri Keuangan menunjuk Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah selaku KPA
atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.

(4) Dalam hal Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku KPA atas penerimaan dan penyetoran Pajak
Rokok.

(5) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat ex-officio.

Pasal 11
(1) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyetoran Pajak Rokok.
(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, KPA menetapkan:
a. PPK; dan
b. PPSPM.
(3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban KPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN.

Pasal 12
(1) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka
mengajukan permintaan pembayaran untuk penyetoran Pajak Rokok atau pembayaran
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
(2) Penetapan PPK tidak terikat tahun anggaran.
(3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN.

Pasal 13
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(1) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka
melakukan pengujian permintaan pembayaran, pembebanan, dan penerbitan perintah pembayaran
atas penyetoran Pajak Rokok atau pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

(2) Penetapan PPSPM tidak terikat tahun anggaran.

(3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPSPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan anggaran belanja atas beban
APBN.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 14
Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan berdasarkan realisasi
penerimaan Pajak Rokok pada periode tertentu.

Pasal 15

(1) Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok dilakukan secara triwulanan pada minggu dan
bulan pertama triwulan berikutnya.

(3) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan pada
minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan
tanggal 30 November tahun berkenaan.

(4) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan akhir tahun anggaran
dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16%)

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan proporsi dan estimasi penerimaan
Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk masing-masing provinsi.

(2) Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap tahun paling lambat bulan November.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk
provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok pada Undang-
Undang mengenai APBN.

(4) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan data jumlah
penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran
berikutnya.

(5) Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok masing-masing kabupaten/kota
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat bulan November tahun
anggaran sebelumnya.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Pasal 17%)

(1) Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) dan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan keuangan mengenai proporsi dan estimasi
penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) KPA menerbitkan SKP-PR.

(2) SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan
peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
b. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
c. Lembar ke-3 untuk pertinggal.

Pasal 18*%*)

(1) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan
realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi untuk masing-masing Provinsi.

(2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan
pertama triwulan berikutnya.

(3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan bulan Oktober dan
November dilaksanakan pada bulan Desember.

(4) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan sampai dengan bulan
Desember tahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN dilaksanakan bersamaan dengan
penyetoran Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

(5) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah:

a. Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota; dan
b. Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19%)
(1) Dalam hal terdapat selisih antara penerimaan dengan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi
akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.
(2) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 20

(1) Berdasarkan SKP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), PPK menerbitkan SPP-PR
untuk penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi.

(2) PPK menyampaikan SPP-PR kepada PPSPM dilampiri SKP-PR.

(3) Berdasarkan SPP-PR, PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-PR beserta
lampirannya.

(4) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-PR, telah memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan
SPM-PR untuk penyetoran Pajak Rokok ke RKUD provinsi dalam rangkap 3 (tiga) dengan
peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
b. Lembar ke-3 untuk pertinggal.

(5) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP-PR tidak sesuai dengan ketentuan, PPSPM

mengembalikan SPP-PR kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(6) PPSPM menyampaikan SPM-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPN Jakarta II.

Pasal 21%)

(1) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan SKP-PR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPA memberitahukan penyetoran Pajak Rokok kepada Gubernur pada paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah SP2D penyetoran Pajak Rokok diterbitkan.

BAB IIIA¥)
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 21A¥%)

(1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok
diterima di RKUD Provinsi.

(2) Berdasarkan ketetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyalurkan bagi
hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
Pajak Rokok di RKUD Provinsi.

(3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai realisasi
penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

(4) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang telah
dianggarkan, penyaluran bagi hasil tetap dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok
pada RKUD Provinsi.

(5) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, penyaluran tetap
dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

(6) Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi
bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau
karena adanya pengembalian Cukai Rokok, Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dihitung berdasarkan kelebihan pembayaran
Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau pengembalian Cukai Rokok.

(3) Kelebihan pembayaran Pajak Rokok dapat dikembalikan apabila Pajak Rokok telah dibayar yang
dibuktikan dengan lembar ke-1 SSBP yang telah mendapatkan NTPN.

(4) Atas kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Tanda Bukti
Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok.

(5) Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dapat digunakan sebagai dasar pengembalian
Pajak Rokok dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

penerbitannya.
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(6) Format Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok
berikutnya, pengembalian Pajak Rokok diperhitungkan atas pembayaran Pajak Rokok
berikutnya; atau

b. dalam hal pengembalian Cukai Rokok dilakukan secara tunai, pengembalian Pajak Rokok
dilakukan secara tunai.

(2) Dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Pajak Rokok melampirkan Tanda Bukti
Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok pada saat mengajukan SPPR berikutnya.

(3) Berdasarkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok, Kantor Bea dan Cukai
memperhitungkan pengembalian Pajak Rokok dengan pembayaran Pajak Rokok berikutnya.

(4) Dalam hal pengembalian cukai dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, Wajib Pajak Rokok mengajukan permohonan pengembalian Pajak Rokok secara tertulis kepada
Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan melampirkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak
Rokok.

(5) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan
Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu
berlakunya Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok.

(6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai, Kepala Kantor Bea
dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB
dilampiri copy lembar ke-1 SSBP yang telah mendapat NTPN.

(7) Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat ketidaksesuaian, Kepala
Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Pajak Rokok.

Pasal 24

(1) Berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Kepala KPPN menerbitkan SKTB dalam rangkap 4 (empat)
dengan peruntukan:
a. 2 (dua) untuk Kantor Bea dan Cukai;
b. 1 (satu) untuk KPPN Jakarta II; dan
c. 1 (satu) sebagai pertinggal.

(2) Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
a. dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok;
b. tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok; dan

c. SKTB.
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(4) Berdasarkan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, KPA
menerbitkan SKP-KP2R dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:*)
a. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;

b. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.

(5) Berdasarkan SKP-KP2R, PPK menerbitkan SPP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Rokok.

(6) SPP disampaikan kepada PPSPM dilampiri SKP-KP2R.

(7) Berdasarkan SPP, PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Rokok.

(8) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM dalam
rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:*)

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.

(9) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan dengan menggunakan Bagian Anggaran 999.
99 kode akun kontrapos akun Penerimaan Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3).%)

(10) PPSPM menyampaikan SPM-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada KPPN Jakarta II

dilampiri dengan lembar ke-1 SKP-KP2R.

Pasal 25
Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) dan SKP-KP2R sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan
penerbitan SP2D.

BABYV
PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN¥)

Pasal 25A%)

(1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

(3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIA
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25B%)
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan atas penetapan alokasi dan
penyaluran Pajak Rokok oleh Gubernur.
(2) Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten/Kota di

wilayahnya.
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Pasal 26
(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan atas penerimaan dan penyetoran
Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada seluruh gubernur.
(2) Penyampaian laporan atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dilakukan paling lambat pada
bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan rekonsiliasi dan berkoordinasi dengan
instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 28

(l)Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis
pemungutan Pajak Rokok.

(2) Petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29%)
Dihapus.

Pasal 30
Dalam hal pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok melalui Bank/Pos Persepsi dengan
menggunakan sistem elektronik, tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai
pedoman pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui sistem elektronik.

Pasal 31

(1) Penyetoran Pajak Rokok kepada provinsi yang baru dibentuk dilaksanakan setelah provinsi tersebut
menetapkan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki peraturan daerah
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan
melalui provinsi induk.

(3) Pajak Rokok yang telah disetorkan kepada provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibagi oleh provinsi induk kepada provinsi yang baru dibentuk berdasarkan proporsi jumlah
penduduk.

(4) Penyaluran penerimaan Pajak Rokok oleh provinsi yang baru dibentuk kepada kabupaten/kota
diwilayahnya, dilaksanakan sesuai dengan peraturan gubernur provinsi induk mengenai bagi hasil
penerimaan Pajak Rokok.

Pasal 31A%)
(1) Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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(2) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh
Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan
Menteri Kesehatan.

(3) Penggunaan Pajak Rokok untuk rnendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk
mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap dokumen CK-1 yang telah mendapatkan nomor
pendaftaran sebelum tanggal 1 Januari 2014 tidak dilakukan pemungutan Pajak Rokok.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Rokok
T tus s COE T — () PR-1
Momor o T o o] 12} Lembar ke-1 *) : Untuk Wajib Pajak Rokok
Tanggal e fee [ [ e T Lembar ke-2 *|  : Untuk KPPBC
Kode Kantar 3 T Y i R R s Lembar ke-3 *) :  Untuk Bank/Pos Persepsi
SURAT PEMBERITAHUAN FAJAKL ROKOK
{SFFR)
1. | Nama Pabrik, lmportic **) i | setmsansmmmanrnns sn snmnn wmsnmmn s an s snenn s ninsns sk sEs 58 (5}
2. | Alamat Pabrik) Importic **) [ [ {8]
3. | Nama Wajib Pajak S LTI R Creresias e eeaan (7]
4, | NFPBKC . : | .......................... e rerreeerr e e— e tean 8
5. | Yang Diberi Kuasa D e, s e et ens =)
6. |Jenis Hasil Tembakau N [ — e {10}
7. | Tarif Pajak Rokok - | 10% x Nilai Cukai Rolol
‘8, | Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1 L Crarerrere e e L1y
MOMOE | eeiciiciimiasiasnas {12) ]
 Tanggal : ... ST S (13}
9. | Jumlah Pungutan Pajak Rokolk S (14) |
(10% x point &) :
10. | Dikurangi pengembalian Pajak Rokok sesuai L (R et erearereeaearens (1G]
FR-4 Momor ... TEL oo, {15]
11.-| Jumleh Pungutan Pajak Kolok yang S2harUsnyd | | e s s [17)
dibayar
Pejabat Bea dan Cubmi e e ras (i8)
Wajib Pajak/ Kuasa®)
MR oot (20
011 TP (21) NAMA .ooocenienimarmine e (19]
*  lingkari sesuai lembar berkenaan
**| coret yang tidalk periu
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

M. URATAN IS]PLN

(1) | Diisi dengan nama Kantor Bea dan Cukal

(2) | Diisi dengan nomor SPFR.

(3) | Diisi dengan tanggal penerimaan dolkumen EPPE‘_

{(4) | Diisi dengan kode kantor peneriman dokumen SPPR

{5) | Diisi dengan nama pabrik/importir.

(6] | Diisi dengan alamat pabrik/importir,

{7) | Diisi dengan nama wajib pajal.
(8) | Diisi dengan NFFEI{C

(9) | Diisi dengan nama yang d[h-f:r] kuasa.

{10} | j Diisi dengan jenis hasil tembakau, misalnya: Eii{]'u'T. SKT.

(11} | Diisi dengan nilai cukai rokolk.

(12} | Diisi dengan nomor CE-1.

(13) | Diisi dengan tanggﬂl CK-1.

(14) | Diisi dengan mnilai jumlah Paﬁk Rokok. [m:?.-".-, dilalikan nilai jumlah
Culcai Rolook berdasarkan CE-1)

"[15] Diisi ::]l:ngan nomor dan tanggal dolkumen pengembalian F‘a]a]-; Rokol
(PR-4].

(16) | Diisi dengan nilai pengembalian.

(17} | Diisi dengan nilai jumlah Pajal-: Rokok yang secharisnya diba}far

(18) | Diisi 4:1:;11551:1 nama kota, tanggal, hulau dan tahun permohonan.

{19) | Diisi dengan tanda tangan, nama .|c1ﬂ5 wajib pajak/Kuasa, dan stempel
' perusahaan.

(20) | Diisi dengan nama pejabat yang memberikan persetujuan dan stempel
dinas,

(21) | Diisi dengan NIP pejabat yang memberikan persetujuan.

LAMPIRAN II
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Rokok

PETUNJUK PENGISIAN BUKU BANTU PAJAK ROKOK

MNo. URAIAN ISIAN

(1) | Diisi nama perusahaan.
(2) | Diiai NPFREC,
(3} | Diisi alamat perusahaan

(4) | Diisi nomor urat halamar,

(8] | Diisi nomor uruk pencatatan,
(@) | Diisi nomor SPPE,
(7] | Diisi tanggal SPPR.

(8) | Diisi jenis hasil tembakan.
(9] | Diisi nomor CK-1.
(10) | Diisi tanggal CK-1.

[11) | Diisi nilai jumlah r;ukai rolool.

[1'2] IJ115| 111!.5.1 jumlah p“tjﬂi{ rolenls,

(13) D113| jenis dolkumen penyelesaian pajak rokok, misal: SPPE, PR-4.

(14) | Diisi nomor dokumen penyelesaian pajak rokol.

[1'5] Duau tanggal dokumen penyelesaian IJEJEI-: rcn}-:-::ll-:

[Iﬁ]' J‘&pab:la kolom “Normor (13)" diisi rh:n[._a,un dokumen penyerahan
kelkurangan pembayaran pajak rokek. Diisi tindalk lanjut dari instansi
terkait yaitu DJPK dan Pemda.

(17) | Diisi l-:r:tl:rangan (jilea diperlukan,.

LAMPIRAN IIT
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CLIFAI
EAMTOR WILAYAH ...
FAMTOR PENGAVWASAN DAN PELAYAMNAN BEA DAN CLIKAI

PR-2

MOTA PENOLAKAN
Momor @ .o, (1)

Berdasarkan hasil penclitian kami terhadap dokumen SPPE: Atas Nama
Wajib Pajak @ .oocvicvnrenas (2) MPPBEC & ... [3) dokumen tersebut tidak
dapat kami layani dengan alasan sebagai berikut:

1. dokumen SPPR tidak lengkap;

2. pengisian data SPPRE  tidak lengkap, benar dan jelas meliputi nama
Penpusaha atau  kuasanye, nama dan alamat perusshaan, NPPBEC,
jenis hasil tembakau, tarif culesd, isi per kemasan, total jumlah cukai,
nomor dan tanggal CE-1, serta penghitungan Pajak Eokolk;

3. antara dokumen SPPR dengan CE-1 tidak sesuai; atau
. SR e . (4]

Demikizn disampaikan untuk dimaklumi.

Eepala Kantor,
T 5T R | = |
MIP Coiiiiiiene, (7}
Tanggal 1 ssesesssscasesssesns (&)
Diterima Di - . ||
Yang Menerima  * srerernnaneninsnnnn (10]
¥} coret vang tidak perlu
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENOLAKAN

Mo URATAN [S1AN

(1) | Diisi dengan nomor Nota Penolakan.

(2} | Diisa dengan nama Wajih E’a_jalc Rolole.

(3) | Diist cln:ngan nomor NPPBEC.

(4) | Diisi dengan alasan penclakan 1E|lﬂ1'.|.j.-'a (jika a-:lah

{5] Dnm dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.

(6) | Diisi dengan nama I{epala Kantor Bea dan f‘l.tl:a:

{7) | Diisi dengan N[F‘ Kepala Kantor Bea dan Cukal.

(8) | Diisi dengan tanggal nota penolalan diterima.

(@) | Diisi dengan nama kota.

{10) { Diisi dengan nama wajib Pajak Rokok/kuasa.

]

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Rokok

LAMPIRAN IV*)

FOEMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA | SURAT SETORAN BUKAN PAJAK Lembar ke-1 usntuk
DIREKTORAT JENDERAL FERBENDAHARAAN |S88F) | WaJIB PAJAKS BENDAHARA
KEPN ©.ceoo oot eoese s seseens st s e T LT T— i) FENERIMA
Tanggal ... {3
A e T Lo e L S e ———— | |
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bendahara [T [T 1 T [ T 1 s
2. Nama Wajib Setor/Bendahara E— R | - 1
3. Alamat (7]
B. 1. Kementerian/Lembaga L?;]_U IU] (8)
2. Unit Organisasi Eselon I o]0 [o] (9
3. Satuan Kerja 9o |o]2]a]7] g
| 4. Fungsi/Subfungsi/Program o]0 IE|__III—_| | Di D 0 l IIIIJ (11)
| F r - 3 r ' —r
5. Kegiatan/Subkegiatan 10]0 O] [}I 0/0]|0Q D! (12)
' 6. Lokasi o[1]s 1] n3
C. Kode Akun dan Uraian Penerimaan B|1|7 T"[ 1-[ 1J (14) Pembayaran Pajak Rolok
D. Jumlah Setoran 4« R | B
Terbilang RPN | 1 - |
E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Nomor ~so-monooa-moned LA feomeop tanggal
Penagihan Piutang Negara (SP3N) e wamwmmel] LBfenee canimames

PERHATIAN

Bacalah dahulu peturnjuk pengisian formulir
SSBP pada halaman belakang lembar ini.

U 7~ |

Un.t;l-r. Keperluan ; -

Diterima Gleh. : |
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN
GIRO
Tanggal .oooovocvvenaed[25)iiiiiainnn.

Tanda Tangamn .....coce.
Nama Terang ...cccineanas

Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015

Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015)
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016)
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017)

Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan kode KPPN (3] digit dan uraian KPPN Peneritna-
Setoran (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).

Diisi dengan nomor urut SSBP (Diisi oleh petugas Bank/Pos

(2)
‘ Persepsi).

(3) | Diisi dengan tanggal SSBP dibuat (Diisi oleh petugas Bank/Pos
| | Persepsi).

(4 | Diisi dengan kode Rekening Kas Negara (Diisi oleh petugas |
Bank/Pos Persepsi). |

(5) Diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak Rokok/Wajib Setor (Diisi
oleh Pembayar Pajak Rokok).

() Diisi dengan Nama Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak
Rokok).

(7) Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh '
Pembayar Pajak Rokok).

(8) Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 (Diisi oleh
Pembayar Pajak Rokok).

(9) Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 000 (Diisi oleh |
Pembayar Pajak Rokok).

(10) | Kode Satuan Kerja pengelola Pajak Rokok diisi dengan angka

| 999247 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok]. ]

(11) Kode Fungsi/Subfungsi/Program diisi dengan angka 00.00.0000
(Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(12) Kode Kegiatan/Subkegiatan diisi dengan angka 0000.0000 (Diisi
oleh Pembayar Pajak Rokok).

(13) Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 (Diisi oleh Pembayar Pajak
Rokok).

(14) Kode Akun 6 (enam) digit diisi dengan anghka 817711 (Diisi oleh
Pembayar Pajak Rokok].

(15) Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh
Pembayar Pajak Rokok].

(16) Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok yang

| dibayarkan dengan huruf (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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‘ (17) : Diisi dengan Nomor SPPR atau dokumen lainnya (Diisi oleh
Pembayar Pajak Rokok).
! (18) Diisi dengan tanggal SPPR (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(19) Tidak diisi (Dikosongkan).
(20} Diisi dengan NPPBKC dan Kode Kantor Bea dan Cukai (Diisi oleh

Pembayar Pajak Rokok).

| (21) & (22) | Diisi dengan tempat/nama kota dan tanggal dibuatnya SSBP |
(Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).

(23) Diisi dengan nama yvang melakukan pembayaran Pajak Rokok
(Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
L (24) Tidak diisi (Dikosongkan).
(25) Diisi dengan tanggal diterimanya pembayaran Pajak Rokok oleh |

Bank/Pos Persepsi [Diisi oleh petugas Bank/ Pos Persepsi).

| (26) & (27) | Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank/Pos |
Persepsi serta stempel Bank/Pos Persepsi.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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LAMPIRAN V

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAM CUKAI
KANTOR WILAYAH ...

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

PR-3
Yth.
MNama Penanggung Pajak Rokeol: PP (1)
NPPFBKC /NPWP 3 (2]
_Alamat (3]

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK
HOmor — .ooveiieneneeeeeeenes |3 i

Berdasarkan hasil penelitian/pereriksaan, dengan ini diberitabhulkan bahwa
saat ini Saudara masih mempunyai ulang Pajak Rokok yang tidalk dibayar pada
walcbunya, dan/ataun kelurangan Pajak Rokok sebapgaimansa dimalesud dalarm:

Dolumen PSPPSR =1
Nomor dan tanggal dolimen D eereismmrmrmesesssmsesasisemmmsasassvaeassasasskiiiziasEtianats L))

schingga ditemukan adanya kekurangan pembayaran Pajak Rokeok yang harus
Saudara lunasi dengan rincian sebagai berilout:

Jenis Kelurangan Jumlah F'aj;.l'}t.-ﬁ-;:kﬁl-: Jumlah Jumlah
__Pembayaran | Yang Seharusnya Dibayarkan | Yang Telah Dibayarkan Yang Kurang Bayar
i Pajak Rolok 23« P {7 2 T [E= ) T - - RO (o
P F=h By L0 E L AT USRI i 1 | |
Uraian terjadinya kelkurangan pembayaran © .........ccooviiiinnrmrmrmsmrssssssasssseesoe 11

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,
diminta kepada Saudara untuk membayar kekurangan pembayaran Pajak Rokok
tersebut i atas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
Burat Pemberitabuan Kelmrangan Pembayaran Pajal Rokol ini dan bukti permbayaran
agar disampaikan kepada Kepala Kantor ... (12)

Kepala Kantor,

MAMA «vvriiiininn, (1)
MIP ... (15)
Tembusan :
L. Direktur Jenderal Bea dan Cukal u.p. Direletur Culeai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC ... (1B)
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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No. | T URAIAN [qmw '5

_iﬁ] Diisi naimna pﬂnaqggung Pajalk Rc_:]-;f.al-:
(2) Dilsl NFPBEC [ NPWP.
(2] DliE-l alamat perusahaan.

{4) DJ.JEJ nomor Surat Pemberitahuan Kelurangan Pemba:.-’a.ran P&Jﬂk Raoloolc.

_[5] Diisi jenis dasar dokumen Pajalk Rokok.

(&) Dum NOmor dan tanggal doloumen Pajak Rolok.

(7) | Diisi _!L].I:Iﬂah Fajal-: l-tolcnlc yang telah dibayarkan.

_[E:l Diisi jurmlah Pajale Rﬂl-:l:ll{ yang lmrrar{gia}ra'

(9) | Diisi angka jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.

{10) | Diisi huruf jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar.

{11) | Diisi uraian l.El"_iE'Lljil'.Lj-'E. ]-:-::]-:u:'anga_u pembayaran Pajak R.Gl{rgh:.

Hﬂ] Diisl DAMA Kantor Bea dan Culkai.

(13) | Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkan '-:urm Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Pajalc Rokolk.

(14) | Diisi nama Kepala Kantor.

(15) | Diisi NIP Kepala Kantor.
(16) | Diisi nama Kantor Wilayah.

LAMPIRAN VI
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUIKAI
EAMTOR WILAYAH s
KANTOR PEMGAWASAN DAM PELAYANAN BEA DAN CLIKAI

PR-4

TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK
T o T U | |
Berdasarkan Dolumen Nomor ......ovvvvvvanennns (2], tanggal ...coovveeennnnnn [3) milike
MNama Perusahaan L ettt etaeeeametaseueeaeneratm e e et enrsaenn s nm et (<)
Alamat PEMISARNAAIL | i ce e ceeeeceeeere s e s er e e a s e e e nnrnm e nrenrnnes (5}

Dengan perincian sebagai beriloat ;

Jenis Hasil Tembaltan Jumlah Culkai Rokolk Jumlah Pajak Rolkok
| Yang Dikembalilkan Yang Lebih Bayar
...................... {7) ' RO 11 BP eevvireenniinnnnna[9)
Jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar (dalam hurad) @ .veeeeicececeeseeiennees (10}

T B Y
Kepala Kantor,

Namaz. .. (12)
| | - (13)
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Culai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC ......ccoovrvievvinrvinennnn [14])
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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PETUNJUK PENGISIAN
TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Mo, URAIAN ISIAN

(1] | Diisi dengan nonior tand1 bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

(2] | Diisi dcngan nomor dolkumen dasar pengembalian cukar [CK-2 dan,-ratau
CK-3).

i3] r1']:151 dengan tanggal i.ﬂkumen dasar pengembalian cukai I:C-l{ 2 dan/atau
CK-3).

(4] F Diisi cEt;ngah nama perusahaarn.

(5) | Diisi dengan alamat perusahaan,

(&) | Diisi dLngan nomor NFPEEC.

(7) | Diisi dengan jenis haml temha.lcau

18) | Disi dengan jumlah culkai rokok }rang dikemlbal 1ku.n

ke ; Diisi dengan jumlah Pajak Rokok }fung lebih bayar.

{10} | Diisi dengan huruf jumlah Pajak Eulml{ :,.rang lebih bayar.

{11) | Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dl1f1ap].'-'.Elﬂl'1:5"r_t tandh bulkti |
lrelebihan pt"IﬂbEL}f“llEU.'l. Pajal Rolkol.

[12] Diisi dengan nama Kepala }{anmr Bea dan Cukai

(13) | Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Culkai.

(14) | Diisi dengan nama Kantor Wilayah.

LAMPIRAN VII
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROWIMNSI ... S
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ............

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Momor @ 1]
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..o (2]
mt:ntrangfcan bahwa Rn:kcmnp, Kas Negara Nomor ... (3] telah

menerima sectoran penerimaan Pajak Rokok dan telah dlbuku]{an nIf:h KPPN
sebagai penerimaan pada Bulku Bank/Pos Persepsi dengan rincian sebagai berilout:

Pembukuan IKKFPN
Mama Tanggal
Ma. Namor Nota
Perywtar Hietor Tanggal Debetf Hode Alkun éutmlah
Nota Kredit S
_1 2 3 4 4 1 5 G i
4 B (557 [ (R [[5)] SR | T | SRR (= | I IR (1o
_______________________________ (11)
Kepala Kantor
MNama .. (12)
NIP coeeeeeeeeeeieeeeeesne (13}
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Ne. ' URAIAN ISIAN

e

{1} | Diisi dengan nomor penerbitan Surat Keterangan Telah Dibuliukan.

(2) | Diisi dengan nama KPPN.

{3) | Diisi dengan nomor Releening Kas Negara di Bank/FPos Peraepsi.

(4) | Diisi denpan nomor urat,

[5) | Diisi dengan nama psnyelor,

(B) | Diisi dengan tanggal penyctoran.,

(7) | Diisi dengan nomor Nota Debet/Nota Kredit.

(8) | Diisi dengan tanggal pembulkuan KPFN.

(9} | Diisi dengan kode akun penerimaan menurut pembulmian KPFPN,

{10 | Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibuliukan oleh KFFN,

{11) | Diisi dengan nama lota, tanggal, bulan, dan tahun ditetaplkannya SEKTH.

(12) | Dilsi dengan nama Kepala KPFM,

{13) | Diisi dengan NIP Kepala KPPN.

LAMPIRAN VIIA¥)
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017

Disusun pada tanggal 16 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 29


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2015/102%7EPMK.07%7E2015Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2016/41%7EPMK.07%7E2016Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2017/11%7EPMK.07%7E2017Per.pdf

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Rokok

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

o
(| KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH |

PEMERINTAH PROVINSI ..... (1)

TRIWULAN ... (2)

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

_Nc:_ ! Nama F’erﬁ&é : 'langgal Salur Milai
. | 3 | () I (5)
12, | s | s | i
dst | dst
i Jumlah - . (]
ceaeniannnas [T), tangeal oo (8)

Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk,

(PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

No. URAIAN ISIAN

(1) | Diisi dengan nama Provinsi.

(2) | Diisi dengan nomor Triwulan.

(3) | Diisi dengan nama Kabupaten / Kota.

{4) | Diisi dengan tanggal salur bagi hasil Pajak Rokok.

(5) | Diisi dengan nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.

| (6) | Diisi dengan jumlah nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.

(7) | Diisi dengan nama kota ditetapkannya nota.

(8) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.

(9) | Diisi dengan Nama Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

(10) | Diisi dengan NIP Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

LAMPIRAN VIII
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

[. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 Peraturan Menteri Kenangan tentang
Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rolok, perlu disusun
petunjule teknis sebagal Pedoman Pelaksanaan Pemunputan Pajak Rolkolk.

1. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAI YANG
BELUM MENERAPKAN SISTEM KOMPUTER PELAYANAN

A WANB PAJAK ROKOK

1.  Mengisi SPPR denpgan lengkap dan benar sesuai kKetentuan
dalam ranghkap 3 (tiga] dengan peruntukan sebagai berikout:

a. lembar ke-1 untul Wajib Pajak Rolool;
b. lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Culeal; dan
e, lembar ke-3 untuk Bank/Pos Peracpsi.

2. Menvempaikan SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai bersamaan
dengan penverahan CH-1,

3. Menerima MNota Penolalkan SPPR dar Kantor Bea dan Cualkai,
dalam hal pengisian SPPR lidak sesuai,

4. Melalukan perbaikan data atas pengisian SPPR Secara lengloap
dan benar untuk selanjutnya menyampaikan kembali kepada
Kantor Bea dan Culal,

5. .Menerima SPPR lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah
mendapat nomor pendaftaran dan ditandasahlkan olsh Pejabat
Bea dan Cukai.

B, Mengisi formulir 33BF dalam rangkap 4 (empat) secara lengkap
dan benar sesusai dengan  ketentuan, dengan  peruntulan
ecbagai berilout:

g. lembar ke-1 untulk Wajib Pajak Eokal;

b, lembar ke-2 unituk KPPN;

e. lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan
d. lembar ke-4 untuk BankPos Persepsl.

7. Menyerahkan formulir SSBFP dalam rangkap 4 {empat] kepada
potugas  Bank/Pos  Persepsi denpan menyertakan  uang
pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam formulir SS3BP
dan dilampiri 3PPR lembar ke-3.

B,  Menerima kembali formulir SSBP dan SPPR untuk diperbaiki
apabila terdapat ketidaksesuaian dan menyerahkan kembali
kepada petugas Banlk) Pos Persepsi setelah diperbailki.

9,  Menerima kembali formulir 25BP lembar ke-1 dan lembar ke-3,
vang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda
tangan, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, stempel Bank/Pos
Perzepsi, dan tanggal setor sebapai bukt setor serta BPN lembar
ke-1 dan lembar ke-3.

10. Menyampaikan SSBP lembar ke-3 lkepada petugas Kantor Bea

dan Culoai,
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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B. KANTOR BEA DAN CUKAI

1. Menerima SPPE dalam rangkap 3 (tiga) dari Wajib Pajalk Rokolo
beserta dokumen CE-1.

2. Menesht kelengkapan dekumen SPPE vang meliputi:

a, Meneliti kelengkapan dan kebepnaran pengisian data SPPR
antara lairn;
1) nama Pengusaha atau kuasanya,
2) nama dan alamat perusahaan;
3) NPFERC;
4) total jumlah culkai;
5) nomor dan tanggal CK-1; dan
f) penghitungan Pajak Fokolo

b. Kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1.

3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana butir 2:

a. Tidak sesuai, mencrhitkan Mota Penolakan dan
mengembalikan dekumen SPPR dan CE-1 kepada Wajib Pajal
Rokok untul segera diperbaikd.

b. Sesuai, mencatat data SPPR pada buku bantu Pajak Rokol,
memberi nomor, tangeal, kode kantor, dan menandasahlaan
dengan mengisi nama, MIP, tanda tangan, dan stempel dinas
pada SPPE.

4, Menandatangani dan memberi stempel dinas pada SPPR untuk
selanjutnya menyerahkan SPPR lembar ke-1 dan lembar lke-3
kepada Wajib Pajak Rokok.

5. Menerima S3BP lembar ke-3 vang telah ditatdasahkan petugas
Banl/Pos Persepsi, serta telah mendapatlkan NTPFN, NTB/NTP.

6. Meneliti kesesusian dete vang tertera pada S5BP lembar ke-3
dengan SPPRE lembar ke-2.

7. Dalam hal penelitian sebagaimana butir &:

a. Tidak sesual, Pejabat Bea dan Cukai menunda pelayanan Fita
Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajal
Rolknk untuk pembayaran Cuksi Rolok seccara tunai atau
tidak melayani CK-1 berilutnya sampai dengan dilunasinya
pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokolk
yang mendapatkan penandaan pembayaran culkai.

b. Sesuai, menatausahalkan 35BP lembar ke-3 dan SPPR lembar
kee-22,
8. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajalk
Rokok kepada Bank/Pos Persepsi dan KFPN  dalam  hal
diperlukan.

9. Menerbitkan dan menvampaikan  Surat | Pemberitahuan
Kelkurangan Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok, dalam
hal terdapat Pajalk Rekok yang kurang bayar atau tidak

dilunasi.
*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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10, Menyampaikan surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran
Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal
Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang
dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
surat pemberitahuan kelurangan Pajak Rokok.

11. Menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokols ke
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat
pada hari kerja ke-7 (ketujuh] bulan berikutnya.

BANE/POS PERSEPS] TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

1. Bank/Pos Persepsi:

a. Menerima formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat] dan SPPR
lembar ke-3 dari Wajib Pajak Rokek, serta jumlah uang
sebapai pembayaran Pajak Rokok.

b. Menelii  kelenpgkapan pengisian formulir  88BF  dan
kesesuaian pengisian SSBP dengan SPFR lembar ke-3 serta
mencocokan uraian jumlah uvang yang tertera dalam SSBF
dengan jumlah vang yang diterimanya.

. Dalam hal hasil penclitian sebagaimana pada butir b:

i, Tidak sesuai, menpgembalikan berkas kepada Wajib Pajak
Rokol: u.ntuln: diperbaiki.

i, Sesuai, mengkredit setoran Pajak Rokok ke rekening kas
negara, memberi kode KPPN, nomor dan tanggal SSBF,
kode Rekening Kas Negara, tanggal dlt-:l'lmdn}’-:l
pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima
di Bank/Pas Persepsi, dan stempel Bank/Pos Persepsi
pada SSBP.

d. Menerakan NTB/NTP dan/atau NTPN pada S3SBP.

e. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah
mendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), dengan
peruntuloan:

1] lembar ke-1 dan ke-3 untulk wajib Pajak Rokol/ penyetor;
2] lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerjanya; dan
3} lembar ke-4 untul Bank/Pos Persepsi.

[. Menyerahkan 35BP wvang sudah ditandasahkan dan
ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, lembar ke-1 dan
ke-3  disampaikan kepada wajib Pajak Rokol/ penyetor,
lembar ke-2 kepada KPPH mitra keganya dan lembar ke-4
schagai pertinggal.

g, merjawab  permintaan | konfirmasi mengenai suat
pembayaran atan penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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2. Menatousahakan, melimpahkan, dan melaporkan penerimasan
Fajak Rokok pade Bank/Pos Perscpsi sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan vang mengatur mengenal penerimaan

negara.
D. EKANTOR FUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

[KPDJBLC)

1. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak
Rokol dari Kantor Bea dan Culkal.

*2.  Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok.

3. Menyampaikan lgporan bulanan mengenai relkapitulasi data
penerimaan Pajak Rokok ke Direlctorat Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) bulan
berilkutnyva.

4.  Menyampaikan rencana penerimaan Cukal Hasil Tembakau
tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangsn
Keuangan.

E. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPHN)

1. Menecrima SSBP lembar ke-2 dan  BPN lembar ke-2 dari
Bank/Pos Perscpsi.

2. Menatausahaksn penerimaan Pajak Rokok dan penerimaan
negara lainnya sesual dengan ketenfuan penerimaan negara.

3. Menyampaikan tanggapan atas permintasn konfirmasi yvang
disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai.

4.  Melaporkan realisasi penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5.  Menerima SEP-PE dan SPM-PE dari Direkltorat Jenderal
Pernmbangan keuangan.

6.  Menerbitkan SP2D.

Y. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTE dar Kantor Bea
dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak
Rokol secara tunad.

8.  Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian [restitiusi)
Pajak REokok seraca tunai.

F. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. Menerima laporan realisasi penerimaan Pajak Bokok dari KPPH.

2. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.

3.  Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok
dengan unit terlait.

4., Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Eokok kepada
Direkiur Jenderal Perimbangan Keuangan.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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G. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1. Menerima laporan  bulanan mengenal  rekapitulasi  data
penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Pusat Bea dan Cukai.

2. Menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak
Rokok untuk masing-masing Provinsi.

3. Menerbitkan SKP-PR dan S5PP-PR.
a4 Menetapkan PPK dan PPEPM.

5.  Menerbitkan SPM-PR dan menyampaikannya kepada KPPN
Jakarta [I.

6. Menerima surat rekomendasi  pengembalian  kelebihan
pembayaran Pajak Rokok dari Kepala Kantor Bea dan Culkai.

Menerhitkan SKP-KP2R.

&, Menerbitkan SPP dan SPM-PP atas pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Rokole.

9, Menyampaikan SPM-PP kepada KPPN Jakarta I1.
10. Menerima 3P2D lembar ke-2 dari KPPN Jakarta 1.

11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan
dengan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokol,

12. Menerima Surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak
Rokolk dari Kantor Bea dan Culkail.

13, Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran
Pajak Rokol kepada gubernur,

14, Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran Pajak
Rolok kepada Menteri Keuangan dan seluruh gubertar,

15. Menyampaikan informasi kepada gubernur mengenal rencansa
penerimaan Pajak Rokok setiap tahun berdasarkan rencana
penerimaan Cukai Hasil Tembalcaw.

. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAL YANG
TELAH MENERAPKAN SISTEM KOMPUTER PELAYANAN

1. PENYAMPAIAN DATA DALAM BENTUK FORMULIR

A, WAJIE PAJAK ROKOK

1. Mengisi SPPR dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan
dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

a. lembar ke-1 untuls Wajib Pajal Rokol;
b. lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai; dan

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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. lembar ke-3 untuk Bank/ Pos Persepsi.

2. Menyampaikan SPPR kepada Kantor Bea dan Culkai bersamaan
dengan penyerahan CK-1.

3.  Menerima Nota Penclakan SPPR dari Kantor Bea dan Culkai,
dalam hal pengisian SPPR tidak scsuai.

4.  Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap
daty benar untuk selanjutnya metyampaikan kembali kepada
Kantor Bea dan Cukai.

5. Menerima respon berupa tanda terima SFPR dalam hal data
SPPR telah lengkap.

6.  Memeriksa dan mencocokkan data SPPE dengan data yang tertera pacda
tanda terima.

7. Menandatangani tanda terima SPPR dalam hal data SPPE dan data
yang tertera pada tanda terima telah sesual dan menyerahkan kepada
Pejabat Bea dan Culai.

&, Menerima SPPR lembar ke-1 dan lembar ke-3 yang telah
mendapat nomor pendaftaran dan ditandasahkan oleh pejabat
Bea dan Cubad,

Q, Mengisi formulir S3BP dalam rangkap 4 (empat) secara lengkap
daty benar sesual dengan ketentnan, dengan peruntulian
sebagal berikul :

a, lembar ke-1 untul Wajib Pajak Rololg

b. lembar ke-2 untulk KPPN;

¢, lembar ke-3 untulk Kantor Bea dan Culbai; dan
d. lembar ke-4 untuk Bank /Pos Persepsi,

10. Menyverahkan formulir SSBP dalam rangkap 4 (empat) kepada
petugas  Bank/Pos  Persepsl  dengan  menyertakan  uang
pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam formulir S5BP
dan dilampiri SPPR lembar ke-3.

11. Menerima kembali formulir S88BP dan SPPR untuk diperbaiki
apabila terdapat ketidaksesuaian dan menyerahkan kembali
kepada petugas Bank/ Pos Persepsi setelah diperbaili,

12, Menerima kembali formulir S5BF lembar ke-1 dan lembar ke-3,
yang telah ditera NTFN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda
tangan, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, stempel Bank/Pos
Peraepsl, dan tanggal setor sebagal buktl setor serta BPN lembar
ke-1 dan lembar ke-3.

13, Menyampaikan S3BF lembar ke-3 kepada petugas Kantor Bea
dan Culkai.

B. KANTOR BEA DAN CUKAI

1. Menerima SPPR dalam rangkap 3 (tiga) dari Wajib Pajak Rokok
beserta dolumen CE-1,

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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2. Meneliti kelengkapan dolumen. 8PPR yang meliputi:

a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data SPPR
antara laimn:
1) nama Pengusaha atau kuasanya,
2) nama dan alamat perusahaan;
3) NPFPBEC;
4] total jumlah culkai;
5] nomor dan tanggal CK-1; dan
6] penghitungan Pajak Rokok.

b, Kesesuaian antara dolkumen SPPR denpgan CH-1.

Merekam data SPPR ke dalam sistem aplikasi pajak rolkok,

4. Menpembalikan berkas SPPR beserta dokumen CK-1 kepada
Wajib Pajak Rokok dalam hal:

a. Pengisian SPPR tidak lenglkap dan benar;

b. Menerima respon berupa nota penolakan data SPPR dari
gistem aplikasi pajak rolok.

5. Menyerahkan tanda terima SPPR kepada Wajib Pajak Rokolk
untuk dicocoklan dengan data SPPR.

6. Menerima tanda terima SPPR vang telah ditandatangani oleh
Wajib Pajak Rokok dan merekam tanda terima tersebut pada
sistem aplikasi pajak rokok.

7. Memberikan penomoran pada SPPR scsual dengan nomaor yang
diberilan aleh sistem aplikasi pajale rokole.

B. Menandatangani dan memberi stempel dinas pada SPPR untuk
selanjutnya menyerahkan SPPR lembar ke-1 dan ke-3 kepada
Wajib Pajal: Rokok.

9.  Menerima SSBP lembar ke-3 yang telah ditandasahkan petugas
Banl/Pos Persepsi, serta telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP.

10. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SEBP lembar ke-3
dengan SPPR lembar ke-2 dan merckam data SSBFP ke dalam
sistemn aplikasi pajak rakolk.

11. Dalam hal penelitian sebagaimana buatir 10:
a. Tidak sesuai:

i. Menerima  respon  berupa  Surat  Pemberitahuan
Kelourangan Pajak Rokole dari sistem aplikasi pajak rokolk
dan menyvampailkan kepada Wajib Pajak Rokole dalam
hal terdapat Pajak Rolok yang kurang bayvar atau tidak
dilunasi;

ii. Menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan
dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran
Cukai Rokolk secara tunail atau bdalk melayani CE-1
berikutnva sampal dengan dilunasinya pembayaran Pajak
Fokok untuk pembayaran Cukai Rokok  vang
mendapatkan penundaan pembayaran culkai.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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b. Sesuarn:
i. Melanjutkan proses pelayanan Pita Cukai Rokok atau
pelayanan CK-1;
ii. Menatausahakan 3SBPF lembar ke-3 dan 3FPPR lembar
ke-2.

12, Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak
Rokolk kepada Bank/Pos Persepsi dan KPPN  dalam  hal
diperiukan.

13. Menyampaikan swurat Penyerahan Kekurangan Pembayaran

Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Direlktorat Jenderal F‘:riml:-angan Keuangan dalam hal
Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang
dibayar dalam waktu 30 (Hga puluh) hari sejak diterimanya
surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.

14, Menyampaiken laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok ke
Kantor Pusat Dircktorat Jenderal Bea dan Culkail paling lambat
pada hari keérja ke-7 (ketujuh} bulan berikutnya.

SISTEM APLIKAS] PAJAK ROKOK
1. Meneliti data SPPE vang direkam oleh pejabat Bea dan Cukai.

2. Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal:

a. Terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain:
1) nama Pengusaha atau kuasanya;
2] nama dan alamat perusahaan;
3) NPPBEC;
4] total jumlah cukai;
3] nomor dan tanggal CK-1; dan
6] penghitungan Pajak Fokok.
b. Terdapat ketidaksesuaian antara data 3PPR dengan CK-1.

3. Mengirimkan respon tanda terima dengan memberikan Momor

dan tanggal SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah
lengkap dan benar.

4. Mengirim respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan

Pajak Reokolk dari sistern aplikasi pajak rokok dalam hal
terdapat Pajak Rolkok yang kurang bayar atan tidak dilunasi.

BANK/FPOS PERSEPSI TEMPAT PEMBAYARAN FAJAK ROKOK

1. Banlk/Pos Persepsi:

a. Menerima formulir 23BP dalam rangkap 4 (empat] dan SPPR
lembar ke-3 dari Wajib Pajak Rokok, serta jumlah uang

sebagai pembayaran Pajak Rokok.

b. Meneliti  kelengkapan pengisian  formulir  58BP  dan
kesesuaian pengisian 33BP dengan 3PPR lembar ke-3 seria
mencocokan uraian jumlah uwang vang tertera dalam SSBP
dengan jumlah vang yang diterimanya.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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c. Dalam hal hasil penelitian scbagaimana pada butir b

i, Tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajalk
Rokol untulk diperbailki.

ii. Sesuai, menghkredit setoran Pajak Rokok ke rekening kas
negara, memberi kode KPPN, nomor dan tanggal S5BP,
lode Relening Kas Negara, tanggal diterimanya
pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima
di Bank/Pos Persepsi, dan stempel Banlk/Pos Perseps
pada S3BP.

d. Mencrakan MTB/NTP dan/atau NTPN pada SSBP,

g. Melaloukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah
mendapatkan NTPN  dalam  rangkap 4 (empat), dengan
peruntulkan:

1) lembar ke-1 dan ke-3 untuk wajib Pajak Reokok/penyetor;
2) lembar ke-2 untuk KFPN mitra kerjanya; dan
4) lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.

f. Menyerahkan S3BPF yang sudah ditandasahkan dan
ditandatangani petugas Bank/Pos Persepsi, lembar ke-1 dan
ke-3 disampailkan kepada wajib Pajak Rokok/penyetor,
lembar ke-2 kepada KPPN mitra kerjanya dan lembar ke-4
sebapgal pertinggal.

g menjawab  permintaan konfirmasi mengenai suaty
pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai,

2.  Menatausahakan, melimpahkan dan melaporkan penerimaan
Pajak Rokok pada Banl/Pos Persepsi sesual dengan ketentuan
perundangan-undangan vang mengatur mengenai penerimaan

TEpAaTra.
E. HANTOR PUSAT DIREKTORAT JEMDERAL BEA DAN CUKAL
(KPDJIBC)
l. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak

Rokok dari Kantor Bea dan Culai.
2. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokolk.

3.  Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data
penerimaan Pajak Roliwok ke Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuwangan paling lambat hari ke-15 (kelima belas]) bulan
berikutnya,

4. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembalau
tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

F. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA [KPPN)

1. DMenerima S35BF lembar ke-2 dan BPN lembar ke-2 dari
Banl:/Pos Persepsi.

2, Menatausahakan penerimaan Pajak Rokok dan penerimaan
negara lainnya sesuai dengan ketentuan penerimaan negara,

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
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3. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang
disampailkan olsh Kantor Bea dan Culkai.

4.  Melaporkan realisasi penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

o Menerima ZSEP-PR dan SPM-PE dan Darektorat  Jenderal
Perimbangan Keuangan.

i, Menerbitlean SP2D,

T. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea
dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak
Eokok secara tunai.

8. Menerbitkan SKTE dalam hal terdapat pengembalian (restitusi)
Pajalk Rolok seraca tunai.

G. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Mencrima laporan realisasi penerimaan Pajak Rokok dari KPFN,
2. Melakubkan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok,

2. Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajal Rokolk
dengan unit terkait.

4.  Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rolkok kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

H. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1.  Menerima laporan bulanan mengenai rekapitulasi  data
penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Pusat Bea dan Culai.

2. Menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajalk
Rokok untuk masing-masing Provinsi.

3. Menerbitkan SKP-FR dan SPP-PR.

4.  Menetapkan FPK dan PPSPM.

. Menerbitkan SPM-FR dan menvampaikannya kepada KPPN
Jalkarta [1.

B,  Menerima  surat  relkomendasi  pengembalian kelebihan

pembayvaran Pajak Fokok dari Kepala Kantor Bea dan Culad.
7. Menerbitkan SKP-KP2ZE,

8. Menerbitkan SPP dan SPM-PP atas pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Rolkok,

9. Menvampaikan SPM-PF kepada KPPN Jalcarta 11,
10, Menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPM Jakarta 11,

11. Melakuksn koordinasi dengan instansi terkait berkenaan
dengan penerimaan dan penyaluran Pajak Rolok.

12. Menerima Sural Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak
Rolok dari Kantor Bea dan Culkai.

13. Menyampailkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran
Pajak Rokok kepada gubernur.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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14. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran Pajalk
Fokak kepada Menteri Keuangan dan seharibh gubernur,

15. Menyampaikan informasi kepada gubernur mengenai rencana
penerimaan Pajak Rokok setiap tabun berdasarkan rencana
penerimaan Culoal Hasil Tembaloa,

2. PENYAMPAIAN DATA DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK

A, WAJIER PAJAK ROKOK

1. Mengist format SPPE melalui sistem aplikasi pajak rokok
dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan.

2. Menyvempaikan/mengirimkan data SPPR kepada Kantor Bea dan
Cukai melalui sistemn aplikasi pajals rolek bersamaan dengan
data CK-1.

3. Menerima Nola Penolakan SPPE dari sistem aplikasi pajak rokek
dalam hal pengisian SPPR tidak sesuai.

4.  Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPH secara lengkap
dan benar,

5. Menerima respon berupa nomor dan tanggal pendaftaran SPPE.

. hMercetak SPTE.

7. Mengisi [ormulir SS8P dalam ranglkap 4 ([empat] secara lengkap
dan benar sesuai dengan hetentuan, dengan peruntulian
sebagal berilout :

g. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak REokok;

i, lembar ke-2 untuk KPPN;

e, lembar ke-3 untul: Karitar Bea dan Culkai; dan
d. lembar ke-4 untuk Bank Pos Persepsi.

8. Menyerahkan formulir 38BP dalam rangkap 4 (empat) kepada
petugas  Banl/Pos Persepsi  dengan  menyvertalkan uang
pembayaran schbesar nilai yang tercantum dalam formulir S5BP
dan dilampiri SPPE.

9,  Menerima kembali formulir 35BFP dan SPPR untuk diperbaiki
apabila terdapat ketidaksesuaian dan menyerahkan kembali
lepada petugas Banl/ Pos Persepsi setelah diperbaikd.

10, Menerima kembali foomulir SSBP lembar ke-1 dan lembar ke-3,
vang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda
tangan, nama pejabat Banlk/Pos Persepsi, stempel Bank/Pos
Peraepsi, dan tanggal setor sebagal bukti setor serta BPN lembar
ke-1 dan lembar ke-3,

11. Menyampaikan SSBFP lembar ke-3 kepada petugas Kantor Bea
dan Culkai.

B. KANTOR BEA DAN CLICAT

1. Menerima S5BP lembar ke-3 yang telah dilandasahkan petugas
Bank/Pos Persepsi, serta telah mendapatkan NTPH, NTB/NTP.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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2. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SSBP lembar ke-3

dengan data SPPR pada sistem aplikasi pajak rmokok dan
merekam data S5BP.

3. Dalam hal penelitian sebagaimana buatic 2;
a. Tidak sesuai:

1. Menerima respon berupa  Surat | Pemberitahuan
Kekurangan Pajak Rokol: dari sistem aplikasi pajak rokok
dan menyampatkan kepada Wajib Pajak Rokok dalam
hal terdapat Pajak Rokok yang kurang bayar atau tdalk
dilunasi,

ii. Menunda pelayanan Pita Cukai Rokolk sampai dengan
dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran
Cukai Fokok secara tunai atau tdak melayani CE-1
berikulnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak
Rokok untulk pembayaran Cukai Rokok  vang
mendapatkan penundaan pembayaran cukai,

b. Sesuai:

i. Melanjutkan proses pelayanan Pita Cukal Rokolk atan
pelayanan CK-1;

ii. Menatausahakan SSBF lembar ke-2 dan SPPR lembar
ke-2.

4. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyvetoran Pajak
Rokok kepada Banlk/Pos Persepsi dan KPPN dalam  hal
diperlukan.

5. Menyampaikan surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran
Fajak Rokok kepada Dircktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal
Wajib Pajak Rokole tidalk melunasi Pajak Reokok yang kurang
dibayar dalam waktu 30 [figa puluh) hari sejak diterimanya
surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rolkek.

6. Menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok le
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat
pada hari kerja ke-7 (ketujuh)] bulan berikutnya,

SISTEM APLIRASI PAJAR HORKOK

1. - Meneliti data SPPR yang dikirim oleh wajib Pajak Rokolk.

2., Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal:
a. Terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain:
1} nama Pengusaha atau kuasanya;
2} nama dan alamat perusahaan;
3) NFPBHLC;
4} total jumlak culkai;
5} nomoer dan tanggal CK-1; dan
5} penghitungan Pajak Fokol,
b. Terdapat ketidalsesuaian antara data SPPR dengan CK-1.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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Mengirimlan respon berupa nomor dan tanggal SPPR dalam hal
pengisian SPPR dinyatakan telah lenplkap dan benar.

Mengirim respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan
Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang
bayar atau tidalk dilunasi.

D. BANK/POS PERSEPSI TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

1.

Banlc/Pos Peraepai:

a. Menerima formulir 358BP dalam rangkap 4 (empat) dan SPPR
dari Wajib Pajak Rokok, =erta jumlah wuang sebapgai
pembayaran Pajak Rokok.

b. Meneliti kelengkapan pengisian formulir S38BP  dan
kesesuaian pengisian SSBP dengan SPPR serta mencocokan
uraian jumlah uang vang tertera dalam SSBP dengan jumlah
uang vang diterimanya.

¢, Dalam hal hasil penslitian sebagaimana pada butir b:

Tidak sesuai, mengembalikan berkas kepada Wajib Pajalk
Rokok untulk diperbaili.

il. Sesual, mengkredit setoran Pajak Rokolk ke rekening kas
negara, memben kode KPPN, nomor dan tanggal SSBP,
kode Rekening Kas Negara, tanpggal diterimanya
pembayaran, nama dan tanda tangan petugas penerima di
Bank/Pos Persepsi, dan stempel Bank/Pos Persepsi pada
S5BP.

d.” Menerakan NTB/NTP dan,/atau NTPN pada S8BP.

e, Melalukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelah
meéndapatikan NTFN dalam rangkap 4 [empat), dengan
peruntulkan:

1) lembar ke-1 dan ke-3 untuk wajib Pajak Rokok, penyetor;
2) lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerjanya; dan
3) lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi;

. Menyerahkan SS3BP yang sudah ditandasahkan cdan
ditandatangani petugas Banlk/Fos Persepsi, lembar ke-1 dan
ke-3 disampaikan kepada wajib Pajak Rokok/penyetor,
lembar ke-2 kepada KPPN mitra kerjanya dan lembar ke-4
scbagai pertinggal.

g. menjawab  permintaan  konfirmasi mengenai  suatu
pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.

Menatausahakan, melimpahkan dan melaperkan penerimaan
Pajak Rokok pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan yang mengatur mengenai penerimaan
MEEATAE, :

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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E. HANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIL
(KPDJBC)

1. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak
Rokolk dari Kantor Bea dan Culdaid.

2.  Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokalk.

3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data
penerimaan Pajak Rokok ke Dircktorat Jenderal Perimbangan
Eeuangan paling lambat hard ke-153 [kelima belas) bulan
berikutnya.

F. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)

1. MMenernma SSHP lembar ke-2 dan BPN  lembar ke-2  dari
Bank/Pos Poracpai,

2,  Menatausahakan penerimaan Pajak Rokole dan pencrimaan
negara lainnya sesusi dengan ketentuan penerimaan negara.

3. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konflirmasi yang
disampaikan cleh Kantor Bea dan Culkad.

4,  Melaporkan realisasi penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

9.  Menerima SKEP-FR dan SPM-PR dari Direltorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

6. Menerbitkan SP20.

7. Menerima berkas permintaan pensrbitan SKTE dari Kantor Bea
dan Culai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak
Rolool: secara tunai.

8.  Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian {restitusi)
Pajak Rokaol serace tunai.
G. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
1. Menerima laporan realisasi penerimaan Pajak Rokok dari KPPN,
Melaloukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok,

3. | Menandatangani BAR penerimaan dan penyetoran Pajak Rolook
dengan unit terlait.

4. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokolk  kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

H. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1, Menerima laporan bulanan  mengenal rekapitulasi dala
penerimaan Pajak Rokok dari Kantor Pusat Bea dan Culeai.

2, Menetapkan keputusan menpenai proporsi pembagian Pajak
Rokok untuk masimg-masing Provinsi,

3. Menerbitkan SKP-FRE dan SFP-PE.
4. Menetapkan PPK dan PPSPM.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
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5. Menerbitkan SPM-PR dan menyampaikannya kepada KFPN
Jakarta TI. .

6. Menerima surat rekomendasi  pengembalian  kelebihan
pembayaran Pajak Rokok dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Menerbitlkan SKP-KP2R.

Menerbitkan SPP dan SPM-FP atas pengembalian kelebihan
pembayaran Pajalk Rolkolo.

9, Menyampaikan SPM-PP kepada KPPN Jakarta .
10. Menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN Jakarta 1.

11. Melakukan keordinasi dengan instansi terkait berkenaan
dengan penerimaan dan penyaluran Pajak Rokok.

12. Menerima Surat Penyerahan Kelurangan Pembayaran Pajak
Rokok dari Kantor Bea dan Cukai.

13. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran
Pajal Rokok kepada gubernur.

14. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran Pajak
Rokok kepada Menteri Keuangan dan seluruh gubernur.

15. Menyampaikan informasi kepada gubernur mengenai rencana
penerimaan Pajak Rokok setiap tahun berdasarkan rencana
penerimaan Cukai Hasil Tembakau.

3. PELAYANAN SECARA MANUAL

Dalam hal sistem aplikasi pajak rokok tidak dapat digunakan dalam
lurun wakiu 4 [empat] jam, uwntuk kelancaran pelayanan, Kepala
Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan pelayanan secara manual
sebagaimana Kantor Bea dan Cukai vang belum menerapkan Siatem
Komputer Pelayanan.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keunagan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan
Penyetoran Pajak Rokok

PASALII
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 11
Cukup jelas.

Keterangan:
Peraturan Menteri tersebut diundangkan pada tanggal 26 Mei 2015.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keunagan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan
dan Penyetoran Pajak Rokok.

PASALII
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 11
Cukup jelas.

Keterangan:
Peraturan Menteri tersebut diundangkan tanggal 23 Maret 2016.

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keunagan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan
dan Penyetoran Pajak Rokok.

PASAL 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 11

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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Cukup jelas.

Keterangan:
Peraturan Menteri tersebut diundangkan tanggal 3 Februari 2017.

*) : Perubahan Pertama  (PMK Nomor 102/PMK.07/2015) Tanggal Berlaku: 25 Mei 2015
**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 41/PMK.07/2016) Tanggal Berlaku: 22 Maret 2016
**%) . Perubahan Ketiga (PMK Nomor 11/PMK.07/2017) Tanggal Berlaku: 03 Februari 2017
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